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Sengketa konsumen terjadi karena adanya hak-hak konsumen yang
dilanggar. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar
pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa, atau dilakukan
sendiri oleh para pihak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah
bagaimana tinjauan yuridis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam
menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjiana kredit, bagaimana
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 587 K/Pdt.Sus-
BPSK/2021 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menghubungkannya dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan
metode penelitian kepustakaan (library research) dan data dianalisa
menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan
suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan
sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam
menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjiana kredit adalah bukan
termasuk kewenangan BPSK, karena penyelesaian sengketa kredit macet
tidak diatur dalam tugas dan kewenangan BPSK. BPSK melampaui
kewenangannya menyelesaikan sengketa kredit macet, karena keliru
menafsirkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan
hukum hakim dalam putusan Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang
membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah
BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam
bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit
berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh
para pihak dalam hal ini antara nasabah/debitur dengan bank yang hak dan
kewajibannya sudah disepakati dalam perjanjian kredit.
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